
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan interpretasi data mengenai implementasi E-

Government melalui Website Desa Ngumpakdalem Kabupaten Bojonegoro dengan 

menggunakan teori E-Government menurut (Indrajit, 2006), dapat diketahui bahwa Website 

Desa Ngumpakdalem telah dimanfaatkan sebagai media pendukung penyelenggaraan 

pemerintahan desa melalui penyediaan informasi, komunikasi, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Namun, implementasi E-Government tersebut masih belum sepenuhnya optimal 

karena masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Website, pemanfaatan fitur 

interaksi, serta penyediaan pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan indikator 

Publish, Interact, dan Transact sebagai berikut. 

1. Publish 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan indikator Publish pada Website Desa 

Ngumpakdalem telah menunjukkan adanya pemanfaatan Website sebagai media penyedia 

informasi publik kepada masyarakat. Website telah memuat berbagai informasi mengenai 

profil desa, berita, layanan, serta dokumen pemerintahan sehingga mampu mendukung 

keterbukaan informasi publik. Namun, implementasinya masih belum optimal karena masih 

ditemukan beberapa submenu yang belum terisi, informasi yang belum diperbarui secara 

berkala, serta belum tersedianya beberapa informasi penting sesuai kebutuhan masyarakat. 

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, dimana pengelolaan 

Website masih dirangkap oleh Sekretaris Desa sebagai operator Website sehingga proses 

pembaruan informasi belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, belum adanya 



monitoring dan evaluasi secara berkala dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro juga menyebabkan pembaruan konten Website kurang berjalan secara konsisten. 

Akibatnya, Website belum sepenuhnya mampu mendukung keterbukaan informasi publik yang 

aktual dan berkelanjutan, meskipun secara umum telah memenuhi fungsi dasar Publish sebagai 

media publikasi informasi pemerintahan desa. 

2. Interact 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan indikator Interact menunjukkan bahwa 

Website Desa Ngumpakdalem telah menyediakan sarana komunikasi melalui fitur komentar 

dan media sosial pemerintah desa sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah desa dengan 

masyarakat. Meskipun demikian, pemanfaatan komunikasi dua arah melalui Website masih 

belum berjalan secara optimal karena sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan 

WhatsApp atau datang langsung ke kantor desa untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh 

informasi, maupun mengurus berbagai keperluan. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi 

oleh kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media komunikasi yang lebih praktis, tetapi 

juga karena Website belum mampu memberikan respons yang cepat serta belum didukung oleh 

fitur interaksi yang aktif dan responsif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang 

mengelola Website menyebabkan komunikasi melalui Website belum dapat dilakukan secara 

berkelanjutan. Akibatnya, Website belum menjadi media utama dalam membangun 

komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pelaksanaan indikator Interact 

masih tergolong rendah karena fungsi komunikasi dua arah lebih banyak berlangsung melalui 

media komunikasi di luar Website. 

3. Transact 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan indikator Transact pada Website Desa 

Ngumpakdalem masih belum berjalan secara optimal karena Website belum menyediakan 

pelayanan administrasi yang dapat dilakukan secara daring. Website desa saat ini lebih banyak 



dimanfaatkan sebagai media penyedia informasi mengenai persyaratan dan prosedur 

pelayanan, sedangkan seluruh proses pelayanan administrasi masih dilakukan secara langsung 

di kantor desa. Meskipun informasi pelayanan yang tersedia pada Website telah membantu 

masyarakat dalam mempersiapkan dokumen dan memahami alur pelayanan sehingga dapat 

menghemat waktu, fungsi transaksi elektronik yang memungkinkan masyarakat mengajukan 

permohonan, mengunggah berkas, memperoleh dokumen, maupun mengakses pelayanan 

secara digital belum tersedia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya 

manusia, keterbatasan anggaran, serta belum diprioritaskannya pengembangan pelayanan 

publik berbasis digital oleh pemerintah desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

masyarakat pada umumnya mendukung pengembangan pelayanan digital karena dinilai dapat 

memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan pelayanan. Namun demikian, hingga saat 

penelitian dilakukan, Website Desa Ngumpakdalem masih berada pada tahap penyediaan 

informasi pelayanan dan belum mencapai tahap pelayanan publik berbasis transaksi elektronik 

sebagaimana konsep Transact dalam teori E-Government menurut (Indrajit, 2006). 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi E-Government melalui Website 

Desa Ngumpakdalem Kabupaten Bojonegoro, peneliti memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan 

pengelolaan Website desa serta pelaksanaan E-Government. Adapun saran yang diberikan 

sebagai berikut. 

1. Saran bagi Pemerintah Desa Ngumpakdalem 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi E-Government melalui Website Desa 

Ngumpakdalem telah berjalan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan 

agar Website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga mampu mendukung 



komunikasi dan pelayanan publik secara optimal. Oleh karena itu, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

a. Meningkatkan pengelolaan dan pembaruan informasi Website dengan melakukan 

pembaruan informasi secara berkala pada seluruh menu dan submenu Website, sehingga 

informasi yang disajikan tetap aktual, lengkap, dan sesuai dengan perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan Website melalui penambahan atau penunjukan 

pengelola Website yang lebih fokus, sehingga tugas pembaruan informasi tidak hanya 

bergantung pada Sekretaris Desa sebagai operator Website. 

c. Mengoptimalkan fungsi komunikasi melalui Website dengan mengaktifkan fitur 

komunikasi dua arah, meningkatkan kecepatan respons terhadap pertanyaan maupun aspirasi 

masyarakat, serta mengintegrasikan Website dengan media komunikasi yang lebih sering 

digunakan masyarakat agar interaksi dapat berlangsung secara lebih efektif. 

d. Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital secara bertahap, seperti 

penyediaan layanan administrasi daring, pengajuan permohonan surat secara elektronik, 

unggah dokumen persyaratan, serta pelacakan proses pelayanan sehingga Website tidak hanya 

berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai media pelayanan publik. 

e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara 

penggunaan Website Desa Ngumpakdalem agar masyarakat lebih memahami fungsi Website 

dan terdorong untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia. 

 

2. Saran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro 

Sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengembangan Website 

desa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat 

memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada pemerintah desa melalui peningkatan 



kapasitas sumber daya manusia, pelatihan pengelolaan Website, serta monitoring dan evaluasi 

secara berkala terhadap pembaruan informasi maupun kualitas pengelolaan Website desa. 

Selain itu, dukungan dalam pengembangan infrastruktur dan sistem pelayanan publik berbasis 

digital juga diperlukan agar implementasi E-Government di tingkat desa dapat berjalan secara 

lebih optimal. 

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih berfokus pada implementasi E-Government melalui Website Desa 

Ngumpakdalem berdasarkan indikator Publish, Interact, dan Transact menurut Indrajit (2006). 

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan 

menggunakan objek penelitian yang lebih luas, melibatkan lebih banyak informan, atau 

menggunakan teori maupun indikator lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai implementasi E-Government di tingkat pemerintahan desa. Selain itu, 

penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengembangan pelayanan publik berbasis digital 

maupun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Website desa sebagai 

sarana pelayanan publik. 
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